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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa
kali perubahan konsepsi. Dalam fase awal sejarah Indonesia modern, upaya untuk
mengkonsepsikan demokrasi bermuara pada dua arus pemikiran besar tentang
demokrasi yang berkembang di Barat. Pertama, demokrasi liberal yang berakar pada
semangat pluralisme di mana rakyat diberikan peluang yang besar untuk menentukan
jalannya negara. Model ini menempatkan peran negara secara minimal hanya sebagai
pelaksana kehendak bebas rakyat. Kedua, demokrasi sosial yang berakar pada
semangat integralisik. Model ini menempatkan negara dalam sifat organistik sehingga
memiliki peran yang lebih besar dalam bidang-bidang sosial dan ekonomi.'

Jika ditelusuri lebih dalam, sesungguhnya konsep demokrasi berkembang dalam
banyak varian. John J. Worley2 mencatat bahwa ada tiga konsep demokrasi yang
cukup berpengaruh saat ini, yaitu: demokrasi prosedural, demokrasi konstitusional,
dan demokrasi deliberatif. Stephen Muller® menyebutkan empat model demokrasi,
yaitu:, demokrasi agregatif (Aggregative democracy), demokrasi radikal (Radical
Democracy), demokrasi liberal (Liberal democracy), dan demokrasi Sosial (Social
democracy). Sedangkan Charlotte Roberts* menyebutkan beberapa praktek demokrasi

yang berlangsung di beberapa Negara, yaitu: demokrasi perwakilan, demokrasi

! Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal 39.

*John. J. Worley, Deliberative Constitutional, Brigham Young University Law Review; 2009; 2009, 2;
Academic Research Library, pg. 431, http:/www.proquest.com.

3 Sthepen Muller, Democracy in Any Conception, Stanford Encyclopedia of Philosophy,
http//plato.stanford.edu, 10 Juli 2009
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partisipatoris, demokrasi langung (direct democracy), dan demokrasi parlementer
(parliamentary democracy).

Narasi perbedaan konsep demokrasi tersebut menggambarkan bahwa
demokrasi sesungguhnya mengandung ambiguitas. Terdapat ketidakpastian mengenai
lembaga-lembaga atau cara-cara untuk melaksanakan ide demokrasi, atau mengenai
keadaan kultural dan historik yang mempengaruhi konsep dan praktek demokrasi.’
Ambiguitas itu ditengarai merupakan akibat dari sifat universalitas demokrasi yang
fleksibel dan terbuka terhadap faktor-faktor kultural lokal dan historis yang
melingkupinya. Artinya, agar bisa diimplementasikan sebagai sebuah sistem politik,
teks teori demokrasi masih memerlukan proses dialektika dengan konteks untuk
memperoleh susunan teoritikal yang relevan dengan konteks budaya politik lokal.
Oleh karena itu, dalam berbagai negara, rezim, dan komunitas politik, konsep
demokrasi memiliki susunan anatomi teoritikal yang variatif. Sebagai contoh, anatomi
teoritik konsep demokrasi di Inggris adalah kombinasi antara teori demokrasi (ilmu
politik) dengan tradisi monarki dan oligarki (ilmu negara), gagasan konstitusionalisme
(ilmu hukum), serta ideologi sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme (ilmu sosial dan
ekonomi). Sedangkan di Amerika Serikat, kombinasinya adalah demokratisme dengan
gagasan negara republik dan konstitusionalisme, serta ideologi sekulerisme,
liberalisme dan kapitalisme. Lain lagi di Indonesia, kombinasi teoritikalnya sangat
mungkin berbeda, karena konteks kultural di Indonesia selain memiliki kesesuaian
dengan demokrasi Barat juga memiliki tradisi dominan, seperti: transendentalisme,

komunalisme, paternalism dan primordialism. Perbedaan susunan tradisi, gagasan,

3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: P.T. Gramedia, 1982, hal. 50.



dan ideologi pembentuk demokrasi lokal itulah yang menyebabkan konsep demokrasi
memiliki banyak varian di berbagai tempat.

Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa demokrasi mengalami berulang-
ulang pengkonsepsian ulang dengan varian-varian yang khas Indonesia. Pada Orde
Lama tercatat pernah berlaku model demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin.
Pada Orde baru berlangsung demokrasi pancasila. Sedangkan pada era reformasi, arus
kehendak/keinginan rakyat adalah menata praksis demokrasi pada landasan
konstitusionalisme yang kuat. Dengan kata lain, pasca reformasi rakyat Indonesia
berkehendak untuk menata ulang sistem politiknya berdasarkan konsep demokrasi
konstitusional.

Secara historis, konsep demokrasi konstitusional berkembang dalam dua
tahapan konseptual. Yang pertama dikenal sebagai negara hukum formal (dikenal
dengan istilah rechstaat), di mana negara hanya sebagai wasit yang netral atau
penjaga malam (nachtwacterstaat). Sedangkan konsep demokrasi konstitusional yang
kedua dikenal sebagai negara hukum materiel (dikenal dengan istilah welfare state),
di mana negara berperan aktif untuk membangun kesejahteraan sosial.® Demokrasi
konstitusional pada prinsipnya memprioritaskan institusi-institusi, praktek-praktek,
dan hak-hak yang melindungi individu-individu melawan ekses-ekses mayoritas
dengan menekankan pembatasan-pembatasan dalam pembuatan kebijakan publik.’
Demokrasi konstitusional tumbuh menjadi model demokrasi mainstream di Negara-
negara Barat. Pasca reformasi, model demokrasi konstitusional menjadi kiblat dari

demokrasi Indonesia.

® Mahfud MD, Op. Cit. hal 39.
7 John. J. Worley, Op. Cit.



Ketika Indonesia memasuki era reformasi, dilakukan ijtihad bersama untuk
melakukan pengkonsepsian ulang demokrasi. Kali ini demokrasi dikonsepsikan dalam
bingkai gagasan konstitusionalisme, dimana kekuasaan harus dijalankan dalam
koridor-koridor pembatasan konstitusional untuk mencegah munculnya absolutisme
baru atas nama demokrasi. Ijtihad itu dilakukan dengan pintu masuk utamanya adalah
amandeman UUD 1945. Amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
pada Tahun 2002 itu kemudian merubah struktur kenegaraan Indonesia secara
mendasar. Mulai dari perubahan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara, hingga
pada perubahan pola pemilihan pejabat negara, baik yang ada pada lembaga legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif. Sistem pemilihan pejabat negara di lembaga eksekutif
mengalami perubahan mendasar pada sistem pemilihan presiden dan wakil presiden
secara langsung. Adapun pemilihan anggota legislative dari pusat sampai daerah
berubah dari memilih partai menjadi memilih nama calon legislative. Reformasi
kelembagaan dan mekanisme pemilihan pejabat Negara itu pada dasarnya adalah
agenda demokratisasi kehidupan politik bangsa menuju praktek demokrasi yang
konstitusional. Ketika agenda itu dianggap berhasil di tingkat pusat, maka timbul
dorongan untuk memperluas dan memperdalam praktek demokrasi yang
konstitusional tersebut di tingkat daerah. Dorongan itu kemudian diwujudkan melalui
perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakilnya dari semula dipilih oleh
DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah. Secara prinsip
perubahan itu ditujukan untuk mengembalikan hak-hak konstitusional rakyat melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah.®

& Daniel. S. Salossa,2005, Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung, Yogyakarta: Pt.
Agromedia Pustaka.



Transformasi kehidupan politik yang demokratis dan konstitusional dengan
demikian diagendakan dari level pusat hingga daerah. Persoalan yang secara ilmiah
menarik untuk dikaji dari pelaksanaan agenda demokratisasi ini adalah persentuhan
tradisi demokrasi yang berakar dari Barat dengan budaya politik Indonesia yang
memiliki kekhasan berbeda. Dalam bahasa Samuel Huntington: “benturan
peradaban”.9 Secara epistimologis, persentuhan ini tentu akan menghadirkan sebuah
proses dialektika paradigmatic di antara dua tradisi politik. Benturan, penolakan,
pertentangan, dialog, dan penyesuaian antara dua tradisi tentu menjadi peristiwa yang
tidak dapat dihindarkan. Dalam bahasa epistimologi, peristiwa ‘“tesis — antitesis —
sintesis” antar gagasan, ide, teori, ideologi, dan kebiasaan adalah warna dari proses
dialektika antara demokrasi Barat dan budaya politik Indonesia. Dengan demikian,
sangat dimungkinkan demokrasi yang diusung sebagai agenda demokratisasi
kehidupan politik dari pusat hingga daerah ini akan melakukan penyesuaian-
penyesuaian teoritikal, konseptual dan praktikal. Tesis ini hendak mengkaji peristiwa
dialektika tersebut, sehingga menghasilkan gambaran tentang struktur anatomi teoritik
demokrasi local. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup
penelitian tesis ini dirumuskan dalam judul sebagai berikut : “Dialektika
Paradigmatik antara Budaya Politik Lokal dan Demokrasi dan Pengaruhnya
Terhadap Struktur Anatomi Teoritik Demokrasi di Daerah (Studi Kasus Demokrasi

Lokal Di Jawa Timur).”

® Samuel P. Huntington, 1996, The Clash of Civilizations and Remaking of World Order, (eds. Terjemah),
Yogyakarta: Penerbit Qalam.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka
penelitian ini akan beranjak pada dua rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah proses dialektika paradigmatik antara budaya politik lokal Jawa
Timur dan demokrasi berlangsung?
2. Bagaimanakah pengaruh dialektika paradigmatik tersebut terhadap struktur

anatomi teoritik demokrasi konstitusional di Jawa Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dan kemanfaatan-
kemanfaatan akademik dan praksis sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah tentang proses dialektika gagasan,
ide, teori, ideologi, dan tradisi antara demokrasi dan budaya politik local yang
berlangsung di Jawa Timur.
b. Untuk memperoleh pengetahuan mutakhir tentang struktur anatomi teoritik
demokrasi di Jawa Timur.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara akademik penelitian ini berkontribusi terhadap studi-studi demokrasi
dan budaya politik dalam perspektif multi disiplin, di mana kajian melibatkan
bidang ilmu politik, sosial budaya dan hukum. Peneliti menganggap kajian
tentang penyelenggaraan Negara harus melibatkan multi disiplin, karena
sesungguhnya konsep dan praksisnya secara anatomis tersusun dari berbagai

teori yang saling berkait dalam satu sistem. Kenyataan tersebut menghadirkan



tuntutan bahwa penelitian tentang penyelenggaraan Negara harus dilakukan
se-komprehensif mungkin secara teoritis, agar susunan pengetahuan ilmiah
yang dihasilkan juga komprehensif. Selain itu, penelitian ini berkontribusi
menghasilkan gambaran dan model pengelolaan perbedaan dan keselarasan
antara prinsip-prinsip demokrasi dan budaya politik lokal yang sangat berguna
untuk membangun ulang konsep demokrasi konstitusional yang relevan
dengan kearifan lokal.

b. Secara praksis penelitian ini berkontribusi untuk menghasilkan rekomendasi-
rekomendasi bagi eksekutif dan legislatif dalam menyusun produk-produk
regulasi maupun legislasi tentang perbaikan penyelenggaraan Negara
demokrasi konstitusional baik di leval pusat maupun daerah. Selain itu,
penelitian ini berguna bagi actor-aktor demokratisasi dan masyarakat secara
umum untuk referensi sikap dan tindakan politik hukum mereka dalam

panggung demokrasi langsung sekarang ini.

D. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Studi ini pada dasarnya bertumpu pada penelitian kualitatif dengan
menggunakan metode deskriptif analitis. Bogdan dan Taylor mendefinisikan
metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.'”

10 Bogdan dan Taylor, dalam R. Siti Zuhro, Demokrasi Lokal : Peran Aktor dalam Demokratisasi, Penerbit
Ombak, Yogyakarta, 2009, hal. 12.



Kelemahan penulisan deskriptif adalah tidak sampai menjelaskan hubungan
kausalitas, latar belakang situasional, serta tidak menjawab pertanyaan ‘“mengapa
sesuatu itu terjadi”.11 Oleh karena itu, ia perlu dilengkapi dengan metode analitis.
Penggunaan metode analitis dalam studi ini didasari atas keyakinan bahwa setiap
fenomena sosial politik dan hukum memiliki akar situasi yang kompleks dan
saling berkait dalam kesatuan sistem.

2. Lokasi Penelitian

Dalam aspek locus (lokasi), ruang lingkup wilayah penelitian ini meliputi
wilayah Jawa Timur. Pemilihan Jawa Timur didasarkan pada eksistensi
keragaman wilayah budaya politik. Namun, penelitian akan difokuskan pada
wilayah budaya Arek, dalam hal ini fokusnya adalah Kabupaten Lamongan dan
Kabupaten Bojonegoro.

3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling. Alasan menggunakan teknik ini adalah dikarenakan
informan (nara sumber) yang dipilih adalah mereka yang dipandang memiliki
data penting dan menguasai permasalahan yang berkaitan dengan judul,
permasalahan maupun fokus penelitian yang sedang diteliti. '

Adapun narasumber yang dipilih meliputi :

a. The lokal state : Bupati/Wakil Bupati, elit birokrasi, dan ketua asosiasi kepala

desa

™ Sartono Kartodiharjo, Pendekatan llmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, PT. Gramedia, Jakarta, 1992,
hal. 114-115

2 yB. Sutopo, dalam Sutrisno, Analisis Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung (Studi Kasus PNS di Kabupaten Karanganyar), Tesis (tidak diterbitkan), program Magister
Ilmu Hukum, PPS UMS, 2009, hal. 12.



b. Political society : partai politik yang memperoleh kursi terbesar, menengah,
dan kecil di DPRD, serta pimpinan fraksi dan ketua DPRD.

c. Civil society : NU, Muhammadiyah, organisasi asosiasional berbasis
sector/profesi, organisasi kepemudaan, LSM, media massa lokal, dan
kampus/akademis

d. Economis society : pengusaha, ketua kadinda, asosiasi UKM, dan dewan
koperasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui kombinasi studi
pustaka, wawancara mendalam, dan pengamatan. Studi kepustakaan dimaksudkan
untuk mendapatkan pemahaman tentang beberapa konsep pokok dalam penelitian
ini, seperti konsep demokrasi dan varian-variannya, demokratisasi, budaya politik
lokal, dan actor politik. Selain itu studi ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi tentang studi sebelumnya yang membahas topic yang sama.

Teknik wawancara mendalam dipilih untuk mendapatkan pemahaman atas
lokal knowledge tentang pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian. Wawancara
mendalam dilakukan dengan para narasumber yang telah ditentukan di atas.

Teknik pengamatan dilakukan melalui kegiatan mencatat peristiwa-peristiwa
atau gejala-gejala yang berlangsung di lokasi penelitian, dan relevan dengan
masalah penelitian. Observasi terutama dilakukan terhadap aktivitas politik actor-
aktor politik yang telah ditetapkan di atas.

5. Validitas/Keabsahan data
Penelitian ini memaksimalkan pengujian validitas data dengan

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan



keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik
triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber
lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan
teori.”?
Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitian kualitatif.'* Hal ini dapat dicapai dengan cara : (1)
membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2)
membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-
orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
(4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah
atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; (5) membandingkan hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Dalam penelitian ini penulis cenderung hanya menggunakan dua cara saja,
yaitu cara menurut point 1 dan point 5.
6. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini, analisis data baik yang dilakukan pada waktu di

lapangan maupun setelah data dikumpulkan menggunakan pendekatan induktif.

" Denzin dalam Lexy J. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,
2007,hal. 330
1 Patton dalam Lexy J. Moleong, Ibid. hal. 330-331.
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Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model
analisis interaktif."

Model analisis ini adalah dengan mendasarkan pada penelitian lapangan
melalui proses berikut : data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok
temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya
disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis
yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses selanjutnya
adalah penarikan kesimpulan, yakni dilakukan setelah proses pengumpulan data,
disajikan, dideskripsikan dan kemudian diberi pemaknaan dengan interpretasi
logis. Dengan cara ini sasaran akhir analisis adalah untuk memperoleh sejumlah
pemahaman terhadap makna.

Analisis dalam komponen tersebut berinteraksi sampai diperoleh
kesimpulan yang benar. Apabila kesimpulan kurang memadai, maka diperlukan
kegiatan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari data lagi di lapangan dan
mencoba menginterpretasikannya dengan fokus yang lebih terarah. Dengan
demikian aktivitas analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan proses

siklus sampai penelitian selesai.

15 Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sutopo 2002, dalam Sutrisno, Op. Cit.
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